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A Pendahuluan el

mungkjn rakyat secara be;:sama
sama menyelenggarakan Peme—

rintzhan negara, sehingga penye-
lenggaraan negara pada-kenyata-
annya dilakukan oleh sebagian kecil
rakyat. Rutnusan - di-atas meng-
identifikasikan bahwa negara
Indonesia sebagai negara demo-
krasi, maka sebaga: negara
demokrasi penentuan penyeleng-
garaan negara ditentukan oleh suatu
mekanisme Pemilihan Umum. Oleh
karena itu pemilihan umum yang
ditujukan untuk memilih wakil
rakyat yang akan duduk pada
lembaga-lembaga perwakilan rakyat
merupakan suatu kewajiban yang
harus dilaksanakan oleh negara.

Secara teoretis dazlam pelak-
sanaan pemilthan umum dikenal
sistem pemilihan umum yang dapat
dibagi menjadi dua sistem, yaitu:
Sistem Distrik dan Sistem Propor-

o :.‘~-~-;-szonal dan dalam ptaktek pelak—_:_

~Dalam: Konstitusi Negax:a"-' -
dlnyatnkan bahwakedaulatan berada
di tangan rakyat dan dﬂaksaﬂakan'
menurat UUD 1945 akan tetagx A

dalam 1mp1cmentasmya tidak waldlnya.

dengan keilutsertaan rakyat baik
xakyat mermhh secara hngsu g._

maupun tldak Iangsung memﬂﬂi_. .

- Pemilihan para wakil xa.kyat
seca.ta langsang maksudnya, bahwa
rakyat berpartisipasi daiam_
pemilihan atau rakyat yang secara
langsung memilih orang tertenm:__
menjadi wakilnya di lembaga_
perwakilan. Sedangkan pemilihan
wakil rakyat secara tidak Iangsungi
maksudnya bahwa rakyat memilih
orang tertentu dalam suatu ]abatan'
tertentu dilakukan secara bejenjang
dalam arti melalui perwalalan. Wakil
yang dipilih tersebut memilih
orang-orang tertentu untuk men-
duduld suata jzbatan. :

Dalam rangka melaksanakan
pemilihan umum, selain harus di-
taatinya asas-asas demokrasi yang
merupakan jiwa dari suatu pemi-
lthan umum harus pula diperhadkan
sistemn pemilihan umum yang di-
pakai, hal ini penting untuk meng-
hasilkan wakil-wakil rakyat yang di

! Peneht Hukum pada BPHMN Departernen Kehakiman dan HAM,



samping - bea:kuahtas ‘para ‘wakil
rakyat pun mampu untuk menyerap »
dan menyalurkan aspirasi pemilih-
nya. Hal lain yang penting untuk .

menjadi pertimbangan dalam me-
nentukan sistem pemﬂjhan umum

adalah bahwa wakil yang dipilih
adalah ‘orang" yang ‘selain harus
dﬂ{enal dan’ dekat dengan rakyat, :

-wakﬂ:' pun harus - terjamin integ-

‘ritasnya tethadap Negata Kesatuan"

Repubhk Indonesia.

Deng:m a}asan tmasih banya}mya
kekurangan kekuxangan pada
pelaksanaan pemﬂ1han umum yang
telah dilakukan dan alasan
mengakomodasi kepenﬁngan dari
kelompok kelompok tertentu,
amaka dmndangkan Undang—
undang Nomor 23 Tahun 2003

tentang Pem:hhan Umum Pxes1den'

dan Wakﬂ Pres1den

A Permasalaha;_mya, selain masa-
lah, penduduk, rakyat Indonesia
terpragmentasi dalam kelompok-
kelompok secara heterogen, karena
berbeda dalam etnis, budaya dan
lam~1am Akan tetapi walaupun
secara geograﬁs wilayahnya sangat
luas dan multi etnis serta berbeda
dalam agama yang diikat dalam
satu Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dengan satu
Konstitusi Negara yaitu Undang-
Undang Dasar 1945,

Dengan kondisi geografts dan
heterogenitas vane meiadi ciet

" Negara :Republik - Indonesia,
_ _pemaka.tan dari salah sam sistem
pemilihan umum harus dipexnm
~bangkan, selain aspek politis perlu

dipertimbangkan pula aspek
geografis, penduduk serta heteto-
genitas budaya yang dimiliki olehﬂ'
negara Indonesia. Dengan dennkxan
muncul pertanyaan: ' :

Perz‘ama, sxstem pem111han
umum yang mana yang cocok'
dlpakal dengan kondisi Indonesm
tersebut? X

- Kedna, sistem apakah yang:
dianut oleh Undang-undang Nomor
12 Tzhun 2003 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2003 tentang
Pemilthan Umum Presiden dan
Wakil Presiden?

A Ajzematif Sistemn Pem?ﬁﬁ_”
an Umum

Rumusan Konstitusi yang
berkaitan dengan negara dan
penyelenggaraan negara dimuat
dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945,
dalam pasal tersebut dinyatakan
bahwa Negara Indonesia ialah
negara kesatuan berbentuk
Republik. Selanjutnya dalam Pasal
1 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan
pula bahwa kedaulatan berada di
tangan rakyat. Dengan rumusan
Konstitusi tersebut selain di-
nyatakan negara sebagai Negara
Bemuhhile

1109 tercirat habhora



- Negara Indonesla sebagm Negara'

Demokra51 E

Berdasaxkan prms1p kedaulatan

rakyat, ‘maka dalam falsafah negara

_ Pancasﬁa dlcanmmkan salah satn

sila, yaitu kerakyatan yang d1p1mpm :
“oleh hikmah kebqaksanaan dalam +

pexmusyawaratan/ pexwahlan _

Oleh karenanya untuk mewujudka =

sila -tersebut _d1bu_tuhkan -suata

lembaga-lembaga yang di dalamaya

diisi oleh wakil-walkil. yang dxpxhh
oleh rakyat. . P W/ .

. Dalam Konstitusi (UUD 1945)
yang telah dxamandemen amanat
pemilihan umum : tersebut ter-
cantum *dalam pasal-pasal UUD
1945% dan ‘selanjutaya ‘amanat
penyelenggaraan pemilihan umum
diperintahkan ‘pula oleh ketetapan
MPR-RI Nomos IV/MPR/1999
tentang Garis-garis Besar Haluan
Negara (GBHN). Ketentuan
tersebut mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan pemilihan uwmum
supaya dilaksanakan lebih berkua-
litas dengan mengikutsertakan
partisipasi rakyat seluas-luasnya atas
dasar prinsip-prinsip demokrasi,

Dengan demikmn Negam:
Repubhk Iﬂdonesm adalah negara’_'
-kesam:m _berbentuk Repubhk yan.g'
erdasarkan” kedaulatan xakyat'

langsung, : umum,’ bebas, rahééia"

* jujus, adil dan beradab, dan pelzk-'*'
- safiaannya - dﬂakukan oleh suatu

Komisi Pemilihan Umum «(KPU) {
yang: bessifat nasional tetapi man-

dm setta: mdependen dan ﬁong-

Sebagmmana dxtentukau oleh :

.Konsmtusi ‘setelah amandemen 3

balwa lembaga lembaga perwakilan
yang: harus diisi- oleh’ para wakil

-rakyat.adalah :Lembaga Dewsan.

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
dan Dewan Perwakilan Daerah
(DPD).* Dewan Perwakilan Rakyat
dan Dewa.n Perwakﬂan Ra.kyat'
Daerah dlpﬂ,lh untuk mewain}i
rakyat. Sedanglkan Dewan Perwakil-

an Daerah dipilih untuk mewakili
daerah. Deng:m demikian untuk
menenmkan jumiah angeota DPR/
DPRD didasarkan pada ;umlah
penduduk, adapun penentuan
jumlah kutsi DPD untuk setiap
daerah pemilihan yaita Provinsi
dan jumlah anggota DPD ditetap-
kan sama dengan ketentuan jumlah
seluruh anggota DPR, tetapi tidak
melebihi sepertiga jumlah kursi
DPR. Untuk Pemilu Tahun 2004

Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat {1) dan ayar (13), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 E UUD 1945,

* Lihar Pasal 22 E UUD 1945,

' Lihat Pasal 52 Ul No. 12 Tabiun 2003 tentans Poermile



jﬁmiah anggota. DPD setiap_

Provmm ditetapkan 4 orang

Pada tahun ©1966 Angkatan

Daxat telah: melakukan -seminat -
dengan salah satu topiknya mem- -

bahas sistem pemilihan umum dan
dalam satu sarannya dikemukakan
untuk dipaka.t 31stem dlstnk daiam

o telah itu, pemenntah pada tahtm
1967 telah mengusu]kan pemakaian

sistem distrik (Rasji: 1995), hal ini’

diketahui dari Rancangan Undang-
undang Pemlhhan Umum yang
disampaikan  kepada Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), akan
tetapi DPR menolak pemakaian
sistem . dlsmk dan lebih memilih
dengan sxstem ptoporsmnal

Pada tahun 1994 d13kuxsus
pemakalan sistern pemilihan umum,
khus_ushjra pemakman sistern distrik
mengemukakan kembali. Ketilea itu
Presiden Soeharto meminta
Lembaga I].tnu Pengetahuan Indo-
nesia (LIPT) untuk melakukan
penelitian mengenai sistem pe-
milthan umum yang cocok dipakai
diIndonesia. Perintah mengadakan
penelitian tersebut dilakukan
sebagal respon atas pernyataan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Yogi S. Memed, schubungan
di-recall-nya Bambang Warih

Koesoemo dari keanggotaan FKP :
DPR-RI. Pada waktu itu Mendagn :
menyatakan bahwa anggota DPR
bukan wakil xakyat, melainkan wakil
Or.sospol (Rasji, 1995). Dati hasil
penelman 1Pl dn*ekomendaé
untuk dlpakax sistem pemﬂj.han:.'
umum dengan. sistem distrik, ;

-Pcr_nyataan Mendagri 'pad;i:?'
tahun 1994, ternyata ada benamy'a’; :
contoh yang paling nyata untuk
pembenaran tersebut yaitu terjadi:
pada tahun 2002, akant etapi ph’@:l_a :
tingkat lokal di DKI Jakarta. fakta®
bahwa anggota DPRD DKI tidak
mewakili aspirasi pemﬂ]hnya hal
ini terjadi pada saat dilakukan
proses pemilihan Gubernur DKI
Jakarta. Proses pemilihan dapat
direkam sebagai berikut: W@iga
Jakarta melalui organisasi kemasya-
rakatan meminta kepada anggota
DPRD DK untuk tidak mencalon-.
kan. Sutiyoso sebagai calon
Gubernur DKI wntuk 2003-2007,
akan tetapi karena anggota DPRD-
DKI diarabkan oleh Ketua DPP
Partal Politiknya untuk mendukung
Sutiyoso, maka aspirasi rakyat
tersebut dikalahkan oleh petunjuk
Ketua Partai Politk demi ke-
pentingan kelompoknya. Hal ini
menunjukkan aspirasi rakyat di-
abaikan, disinyalir hal tersebut di-

b Iihat Pasat 52 ULJ No. 12 Tahun 2003 tentane Pemilu,



yang me nenj; adlkan udak' aspxraﬂfnya
Wakﬁ '__takyat_.:__ o

Dengan uta;angdt- atas dapat '

dtsunpulkan bahwa sistem distrik
nampaknya sebagatalternatif sistem
pemilihan umum yang.dianggap
cocok dipakai di Indoensia, akan
tetap1 apakah untuk memﬂxh ang-
gota: DPR—RI anggapa.n demlkxan
dapat dltenma ]11;3 d.lka]l dari aspek
penduduk heterogemtas dan
_geograﬁs wﬂayah Indonesia.

- Secara geogmﬁs ‘Indonesia
merupakan negata yang mempunyai
wilayah yang sangat:luas. Dalam
satu laporan penelitian’ dinyatakan
wilayah Indonesia terbagi atas
puldu-pulau besar dan ribuan pulau
kecil dengan batas-batas laut dan
bentangan garis pantai yang begitu
panjang ‘(Hesty Irwan; 2002: 1).
Disebutkan, di samping pulau-pulau
besar terdapat + 17.500 pulau-pulau
kecil dengan luas laut + 5,6 juia
Kn? - Selain itu wilayah Negara
Republik Indonesia terbagi dalam
daerah-daerah Provinsi, daerah
Kabupaten dan Kota (Vide UU
No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah).

Data terakhir mengenat jurnlah
daerah Pxovmsl, Kabupaten dan
Kota adalah berjumlzh 32 wilayah
onvmsz dengan 404 daerah
Kabupaten dan Kota (IFES 2002:

AN

c}an Kota texdm dan 7 onv—msz
dan 113 Kabupaten dan Kota di
Pulau ]awa serta 25 Provmsl dan
247 Kabupaten dan Kota ch luar
jawa

Pada  wilayah Provm51
Kabupaten dan. Kota tersebut
didiami ]umlah penduduk + 01
]uta pwa (Depdagn, 2001) - yang
texdiri dari 116.000.000. Jjiwa di
Pulau jawa dan sisanya & 85. CO0. G(}G
jiwa berdiam di huar Jawa. Sedang-
kan menurut Menteri Dalar Negeri
Hari Sabarno (2002: 7), bahwa pada
tahun 2003 diperkirakan Indonesia
akan berpenduduk sekitar 220 juta
jtwa. Secara faktual perbandingan
}um_lah penduduk menunjukkan
bahwa di daerah-daerzh Provinsi,
Kabupaten dan Kota di Polau Jawa
penduduk sangat padat, jika di-
bandingkan dengan jumlah pen-
duduk yang mendiami Pulauwpulau
di luar Jawa.

_ }Ika &pakm s:stemd.lsmk,maka
wakil rakyat yang akan duduk &
dalam lembaga perwakilan d.tbagl
ke dalam sejumlah distrik pemilihan
yang jumlahnya sama dengan
jumlah kursi yang tersedia atau
dipercbutkan' di lembaga per-
wakilan. Untuk kasus Indonesia jika
wilayah distrik secara sederhana
disamakan dengan jumlah Kabu-
paten dan kota, maka skan ada
wakil rakyat sebanyak 404 orang.

L T 1




jumlah_:____kabupaten dan kota d1

bersangkuta;n akan men]ach :Wakﬂ
ch DPR.

Pembagmn Wﬂayah dxstnk
'de gan menyamakan dengan

’p:erb ndmgan antara ]umlah
kabupaten dan kota di _]awa dan
"luarjawa akan dxpexoleh komposisi
‘wakil sebagm berikut: di Jawa dengan
113 kabupaten dan’ kota akan
‘diwakili 113 anggota DPR dan di
haar }awa dengan 247 kabupates
‘dan'kota akan diwakili 247 anggota
DPR. Dengan perbandingan
jumlab wakil-wakil tersebut, jika
diselataskan dengan petbandingan
jumiah penduduk antara pulan Jawa
dan Juar:Jawa akan diperoleh
komposisi sebagai berikut, untuk
113 anggota DPR di Pulau Jawa
akan mewakili 116 juta penduduk
__dibandmgkan dengan 247 anggota
'DPR dari luar Jawa akan mewakili
_85 }uta pcnduduk

_ Komp03151 tersebut nampak—
nya tidak seimbang untuk pulau
Jawa yang padat penduduk, hanya
diwakili oleh relatif sedikit wakil
rakyat jtka dibandingkan dengan
wakil dari luar Jawa dengan jumlah
wakil relatif lebih banyazk, tetapi
mewakili penduduk yang lebih

sodilir Tlenoan merbandinoan

tersebut di atas ternyata tJ.dak
mencermmkan prinsip s demo as
karena banyak ‘pemilih khusu _ya
di Pulau Jawa yang suaranya hllang
Padahal _pemihhan umum harus
mentzati“asas - demokrasi- yang
merupakan  jiwa dari - suatu pe—
xmhhan umum. '

Selam kax:ena pexbandan "an”
;umlah penduduk yang tidak
unbang ‘Lebih' 1an]ut di Indo 1esia
akhir-akhir ini muncul dan dldmkan
partai-partai poliik baru, hal ini
terbukti ‘pada pemilihan’ umum
tahun 1999 partai polink peserta

pemilihan- umum -berjumlah .48

partai politik. Pada Pemilu 2004
terdafiar 200 lebih partai- politik,
setelah melalui proses yang ketat
oleh Departemen Kehakiman dan
HAM dan Komisi Pemilihan
Usmum, maka jumlah partai politik
peserta pemﬂihan .umum ber-
jumlah 24 partai politik. .

*"Dengan demikian Pemilihan
Umum dengan memakai sistem
distrik yang -ditkuti oleh banyak
partai politk akan tidak ideal.
Sedangkan jika melihat kelemahan
yang ada pada sistem distrik, maka
pemakaian sistem distrik akan
kurang efektif dipakai dalam
masyarakat yang heterogen, seperti
kondisi Indonesia, karena sistem
distrik 1dea1nya chapakal dalam
suatu negara yang secara ideologis
terpadu. Dengan alasan-alasan di
atag malea BeENEraman eioteryy Aiatels



pada pelaksanaan Pemﬂlhan Umum

dalam jangka pendek (2004) belum
tepat dxterapkan di indonesm

2 .S'zstcm Pemu'zban Umum
Tabun 2004 '

Sepan]ang Negata -Kesatua_.__p
Repubhk Indonesxa bcrdm _lah

1992 dan 1999 ]1ka dJka;x dm
berbagai ; Undang—undang yang
menjadi-dasar pemilihan umum di
Indonesia; maka pemiliban umum
selalu dilakukan ‘dengan memakai
sistem ' Proporsional - plus daftar,
nama sistem daftar yang diterapkan
adalah ‘sistem ~daftar bersifat
tertutup Arunya calon peserta dan
nomor urutnya adalah mutlak tidak
dapat diubah oleh para pemilih
(rakyat) ‘halini karena pata pemilih
hanya memilih tanda gambar partai
Ch mana calon men; jadi anggotanya

Sela.in xtu ]1ka dlhhat penga-
laman dalam pelaksanaan pemilihan
umum selama.ini, para. p_e_fnjlih
atau rakyat datang ke biltk Tempat
Pemilihan Suara’ . (TRS) udak
memilth. orang. sebagat ‘wakilnya
secara langsung, akan tetapi memilih
‘tanda gambar partai di mana calon
tersebut menjadi anggota Partai
Politik tertentu. ".Sedaﬂgkén
penentuan seseorang yang akan
menjadi calon anggota DPR/

TSTYEYT™S - o' Y o1...%Y..

I DI

oleh pimpman Partai Politik ;yang
bcrsangkutan Dengan demikian.
dﬂaksanakan d1 Irnz.(.io;nesxa adalah
mekanisme permhhan umum. yang
udak langsung

Dl antara sistem’ pemlhhan
umum . yang dikenal tetdapat
kelemahan dan kelebihan, ‘maka
untuk mengatasx kekuzangan_
satu sistem ‘pemilihan umum
dengan menambah vanan—vamn
tertentu sebagai upaya mengatasi
kelemahan tersebut. Indonesia telah
melaksanakan pemilihan umiitn
sebanyak 8 (delapan) kali dengan
memakai sistem proporsional
dengan varian ' daftar tertutup.
Pelaksanaan pemilihan umam
berulang kali dengan sistem yang
sama telah ‘memberikan suatn
pelajatan “dan  pengalaman’ yang
berharga untuk memperba1k1

'kekurangan—kekurangannya f

s Sehingga dengan kelebxhan
pengaiaman tersebut dapat d.mng—
katkan untuk melakukan perbaikan-
perbalkan pada permhhan umum
berikutnya. Dalam sistem peml]]han
umum dengan sistem proporsional
kekurangannya adalah’ hiibbungan

antara pemilih ‘dan’ yang dipilih

kurang erat, kekuasaan pimpinan
partai politik -sangat dominan,
banyaknya partai politik yang akan
ikut menjadi peserta pemilihan
umum, juga mewatnai kelemahan

PR T



Beia;ar dam kekurangan yang
selama ini’ dldapat ‘tnaka’ varian

sistern proporsional dengan daftar

tetbuka menjadi pilihan untuk

dzpakzu“ ‘Sehingga- kekurangan_

kedekatan antara pemilihidan yang
d1p111h telatif akan teratasi, selain
itu otoritas ketuapartalyang selama
nu"sa'ngat ‘menentukan akan dlu}z
oleb rakyat” pemxhh karena

kemungkman tidak  terpilihnya -

daftar. wrnt jadi :yang . diterapkan

pimpinan . partai -menjadi sangat -

mungkin. Selebihnya pengalaman
rakyat mengikuti pemilihan umum
merupakan pendidikan -politik
rakyat, sehingga rakyat telah cerdas
menentukan pilihan,  untuk
menghasilkan wakil .rakyat yang
berkualitas. . Selanjutnya dengan
memakai sistem pemilihan umum
secara proporsional dengan vatian
daftar terbuka, maka rakyat akan
memilih wakilnya secara langsung,
karena dengan sistem propotsional
dengan daftar terbuka, pemilih tidak
akan ]a_gi d1domma51 untuk memilih
gambar paxtal dari calon yang
men]adl wakﬂnya di lembaga
perwakﬂan akan tetapl pemilih akan
merm}xh ‘calon secara langsung
Pemﬂlhan terhadap pemakaxan
sust_er_n proporsional dengan daftar
terbuka selain alasan-alasan di atas,
nampaknya sudah menjadi kemauan
pemerintah dan rakyat. Hal ini

diketahui ‘dari’ Undang—undang--
Nomor ‘12 'Tahun:2003 : tentang-'
Pem].hhan Umum S

-:Alasan ‘yang: d1sampa1kan_
Pemenntah mengenai pemakamn
sistern sebagaimana disebut di atas
ymtu pemennmh menga:gumenm1~
kan bahwa untuk mengatasi ke
lemahan—kelemahan pelaksan n
permhhan umum dengan sxStem_
proporsmnal tertutup, - ‘maka
pemerintah ‘mengajukan -usul
pémakaian sistem pernilihan umum
dengan sistem proporsional dengan
daftar terbuka. Hal ini sesuat-pula
dengan perintah TAP MPR-RI
Nomor IV/MPR/1999 tentang
GBHN . yang menghendaki
pemilthan umum selain lebih
betkualitas, juga harus mengikut»
sertakan partisipasi rakyat secara

luas :

Selam itu sebagaunana dmyata-
kan oleh La Oda Ida (Republika,
22-11-2002), bahwa rakyat
menghendaki pemilihan umum
dengan  memakai  sistem
ptopossional terbuka. Pernyataan
tersebut didasatkan dani satu uji
coba di 10 kabupaten dankota di
Indonesia. Dalam uji coba tersebut
ditawarkan tiga sistem pemilihan
umum yaitu sistemn distrik; sistem
proporsional dengan daftar tertutup
dan sistem proporsional dengan
daftar terbuka. Hasil polling



'_téxSébﬁt tefnyata 80% . responden
menghendaki dipakai sistem -

pxoporszonal terbuka, karena

responden menginginkan memilih

tanda gambar partai politik, nama

dan photo orang yang dikehendaki -
akan menjadi wakiloya  di DPR.:

Dengan dasar tersebut La Ode Ida
menginginkan partai-partai. besat

- untuk tidak memilh sistem pro- -
“porsional tertutup, karena sistem

ptroporsional tertutup sangat
bertentangan dengan kehendak

rakyat.

8. Penutup

Pemilthan Umum tahun 2004
ditandai dengan dikeluarkanaya 2
(dua) Undang-undang Pemilu, yaitu
Undang-undang Nomor 12 Tabun
2003 tentang Pernilihan Umum dan
Uadang-undang Nomoz 23 Tahun
2003 tentang Pemilthan Umum
Presiden dan Wakil Presiden,
dengan undang-undang terakhir
tercermin dipakai sistem distrik,
katena Presiden dan Wakil Presiden

secara paket dipilih langsung oleh

“rakyat; Sedangkan untuk: Pernilu -
Legislatif dipakai sistem pro- .

porsional terbuka dalam rangka
mengata51 kelemahan- kelemaha_n
sistem Proporsmnal tertotup. -

Kondls1 geografis, aspek
penduduk dan heterogenitas budaya

“serta masih bexkembangnya wﬂayah'
.kabupaten dan kota di Indonesia’.

merupakan unsur-unsur vang haras -
dipertimbangkan dalam menentu-
kan sistem pemilihan umum yang
akan dipakai. Selain itu, di antara
sistem pemilthan umum yang
dikenal ternyata mempunyai
kelebihan dan kekurangan. Oleh
karenanya pemilihan salah satu
sistemn  tetsebut tidak akan
menghasilkan owi-p#i yang ideal,
maka kelebthan pengalaman dalam
melaksanakan pemmlihan umum
dengan sistemn proporsional ter-
tutup dapat dijadikan untuk
mengatasi kekurangan pemilihan
umum berikutaya.
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RESENSI BUKU

Judul Buku

Penuhs :_. k _::.}ack Snydet
Penezbnt i PT. Gramedia
Halaman / {Zetak

Peresens&

Bnku yang dlsusun olr::h ]ack
Snyder int berangkat dari reﬂeksn
pengalaman beliau kettka terlibat
dalam pxoyek penelitian mengenai
kaitan antara demokratisast dan
meningkatnya resiko pecahnya
perang antara negara. Bagl penyem-
purnaan karya yang dieksplorasi
melalui proses investigasiini, maka
gagasan-gagasan yang terkandung
di dalamnya telah dikritisi oleh
berbagai kalangan yang memiliki
reputasi akademik kelas inter-
nasional, mulai dari kolega pakar
Sayder, tim penilai dari penerbit
Norton, hingga kalangan kreatif
berbagai fakultas di Colombia
University yang sementara meng-
garap nasionalisme dan pokok-
pokok bahasan terkait.

Sedemikian ketatnya proses uji
validasi ide-ide yang tertuang dalam
karya ini, sehingga mendapat
dukungan pendanaan antara lain
dari Harry Frank Guggenheim
Foundation, Pew Foundation,

: Dari Pemungutan -Suara Ke Pertumpahan
‘Darah Demokratisasi dan  Koaflik Nasaonahs

':'_:Si]ﬁ)/ Cetakan Pertama, November 2003
: Drs Agung Abdui Rasul, M.M.

Ford Foundation, Carnigie
Corporation dan United States
Institute of Peace.

Bangunan pemikiran yang di-
ketengahkan oleh ketua Political
Science Departemen i Columbia
Unigersity ini secara dominan ber-
sentuhan dengan faktor sentiphen
nasmnahsme yang biasa dlmamkan
oleh elite politik ketika meng-
hjrnpﬁn kekuatan manakala mereka
merasa ada kepentingan yang
terancam dalam proses demokrasi.
Usaha kelompok elite ini bisa ber-
dampak pada terjadinya konflik
sosial bahkan pertumpahan darzh
yang pada akhirnya dapat mening-
katkan atau menghambat demo-
kratisasi, bahkan bisa mengérem
demokratisasi itu sendiri.

Karya ini nampak relevan se-
bagai salah satu referensi penting
bagi studi ilmu kepolisian maupun
prakiek penyelenggaraan fungsi
POLRI mandiri khususnya dalam



upaya mencari konsep untuk "Iiie— '

nangani risiko konflik sosial di

Indonesm yang sedang mengalami ©
proses demokrasi: ‘Sekalipun kasus=

kasus konflik sosial yang diusung

_ __kpnﬂik-sosial di tanah air.

L Buku ‘ini terbagl daiam tu]uh

bab; Bab 1'dan 2 membiahas tentang
transisi menuju - demokrasi “dan
timbulnya konflik nasionalis, dan
propaganda elite nasionalis di
Negara Sedang Menuju Dembkr_asi
(NSMD). Analisis berikutnya
adé_lah__:s_tudi_ kasu_s;_ historis me-
ngefizﬁ tipe¥tipe nasionalisme yang
menjadi pusat perhanan hteramr
dan lnstons mengenm nasmnahsme

e --Bab__S menelzah demokratisasi
pada.nasionalisme. SARA (SUku,
Agama, Ras dan Antar Golongan)
dinegara-negara pasca komunisme,
rangkaian analisis di dalamnya mem-
perlihatkan bagaimana pola-pola
demokratisasi yang berbeda me-
nentukan tingkat nasionalisme.

Bab 6 mengupas hubungan
antara demokratisasi dan nasio-
nalisme di pegara-negara sedang
berkembang pada masa kini. Di-
mulai dengan tinjauan umum me-
ngenai berbagai kondisi yang
menyebabkan konflik SARA di
beberapa NSMD dan membanding-

T , xangkamn analls].s sebelum
Snyder terjadi diluar negeri, namun

dalam banyak‘aspek “memiliki -
~ kesamaan pola dengan kasus-kasus -

:'"jAntara lain upaya mencegah kohﬂik
' nasionahs di era dcmokransasz
- pembexdayaan institusi pendukung'
~ bagi transisi demokrasi, dampak
~ internasional dari demok.tatlsa& dan

'nyebabkan transisi damai di NSMD

yang lmn

Pada bagian ak}ur chsajlkan
beberapa mphkam praktis - dan

moblhtas nasional serta demokxa51
SARA sebagax ancaman terhadap
perdamalan _

A, "Pengertian Demokratisasi
' 'dan Nasionalisme

Terrnmologl demokratlsasl
versi Snyder adalah kondist yang
memungkmkan terjadinya ke-
bebasan berbicara, kebebasan ber~
organisasi untuk bersaing dalam
pemilihan umum (Pemilu) dan ter-
wakilinya secara adil pandangan
yang beragam di media massa. Di
sani_p_ing itu kebijakan pemerintah,
seperti kebijakan luar negeri dan
kebgjakan militer, disusun oleh para
pejabat negara yang dipilih melalui
pemilu yang luber-jurdil dan ber-
kala. Tindakan-tindkan para pejabat
di batasi dengan ketentuan }:Oﬁé_—
titusional dan kewajiban terha_dap
kebebasan sipil. Jika negara mampu
mewujudkan semua indikator-
indikator demokrasi tersebut maka
disebut Negara Demokrasi Matang



mampu mewundkan sebagian dan
indikator-indikator tersebut, dalam
arti msih mempertabankan ciri-ciri
yang tidak demokratis -disebut
sebagai Negara Sedang. Menuju
Demokrasi (NSMD).
*“Transformasi NSMD ‘menjadi
NDM, pemimpin Commites On
International Peace and Security dan
Social” Scieniee Research  Council i
sepertinya sepaham dengan para
sarjana lainnya bahwa demokrasi
memerlukan. titik- ‘kopselidast’®
antara  berbagai- kekuatan sosial
polittk. Demokrasi dianggap sudah
teskonsolidasi apabila kekuasaan
sudah dua kalipindah tangan (fwe
iurn over rule) melalu proses Pemilu
Luber-Jurdil. Berbedz ‘dengan
Snyder, Juan Linz. and Alfred
Stepan (1996) memandang kon-
solidasi demokrasi terjadi apabila
merupakan permainan satu-satunya
{the onfy game i town). Hal itu berarti
tidak ada lagi jalan bagi partai
politik atau kelompok untuk bes-
kuasa selain memenangkan Pemilu
yang Luber-Jurdil..

- Kemudian berkenaan dengan
terminologi nasionalisme, Snyder
menggugat definisi yang dikemuka-
kan oleh Ermest Gellner (1983) di
mana nasionalisme dirumuskan
sebagai doktrin bahwa unit polidk
{The stare) dan vmit budaya (#he ciure)
harus berimpit (should be congruent).

s TR [ SR I i

inisbahwa negara merupakan
pelaksana kekuasaan yang -bexdaii}at"
atas suatu wilayah, harus 1meme4:
rintzhatas natna dan ‘demi’ ke
pentingan suatu bangsa terténty
(a pm'z‘zadar nation). Bangsa yang
dimaksud adaiah sekelompok
orang yang merasa memﬂﬂu ke-
budayaan yang sarna N\

Seda.ngkan Snyder mendeﬁms;—
kan nasionalisme sebagai doktrin
bahwa rakyatyang memandang diri
sendiri. berbeda ‘karena budaya,
sejarah, lembaga -atau prinsip-
prinsip. Seharusnyalah memerintah
diri sendiri dalam svatu sistem
politik yang mencerminkan dan me-
lindungi perbedaan itu. Pandangan
Sayder nampak relevan dengan
wujud nasionalisme di Indonesia
yang dipersatukan dad keanekara-
gaman budaya (Bhinneka Tunggal
Ika). Lebih jauh Snyder meng-
introdusir bahwa konflik yang ber-
dasatkan nasionalisme pun bisa
didefinisikan sebagai kerusuhan
besar-besaran yang terorganisasi
dan’ dzdomﬂg atau diabsabkan
dengan doktrin nasionalisme.
Sejauh konﬂzk itu berskala kecil
dan tiak terorganisir tidak bisa di-
anggap sebagal kerusuhan -yang
dipicu oleh doktiin nasionalisime.

Doktrin nasionalisme diguna-
kan sebagai alat untuk penggalangan
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krafisasi; dan setiap bangsa. me-.

nempuh ‘cara; yang. berbeda bagi
kepentingan tersebut. Snyder me-
nga;ukan empat tlpe nasionalisme
mehpuu :

1 Nasmna_bsme Szpzl ..

e Namonahsme slpll sepertt yang
: "'tﬁqadl d1Bntama dan Amerika
Serskat di mana elite polmk
7 ﬁmendasarkan imbauan mereka
*pada loyalitas tethadap ide-ide
* dan‘lembaga-lémbaga politik
“yang ada cukup tangguh dan
« adil. Nasionalisme sipil timbul
“““kalau elite politik tidak merasa
“oiterlalu terancam dengan ter-
- :bentuknya sistem demokra-
~ tisasi. Nasionalisme tipe ini
. :juga mungkin timbul dengan
- paksaan sebagaimana yang
terjadi -di. Jerman sesudah
. Perang Dunia I1. Mempetsatu-
. kan orang melalui seperangkat
ide bagaimanapun juga harus
diawali dengan prakondisi di
mana masyatakat diberi ke-
bebasan untuk mengemukakan
p_endapat melalui institusi
_ﬁegara yang di dalamnya ter-
dapat pakar yang memahami
.set'lap persoalan masyarakat.

2. Nasionalisme SARA
Nasionalisme SARA adalah
solidaritas yang dibangkitkan
berdasarkan persamaan budaya,

halaca amatrma ecointni dee e

- .sejenisnya. Seperti di Serbia
v-dan~Estonia "mendasar'k'afﬁ-

3

simbauan mnasionalis mereka'
~‘pada_budaya, bahasa, agama
" pengalaman bersama, mlt_o_s

nenek moyang bersama ‘dan

.. mereka menggunakan semma
- wawasan tersebut sebagax_
. kdtena untuk menerima atau
. menolak seseorang. sebagai .
~anggota kelompok nasxonahs

tersebut.

Nasionalisme SARA texgadl
kalau elite politk yang ‘ada
merasa terancam oleh proses
demokratisasi, dan kelem-

- bagaan negara masih lemah.

. Nasionalismme Revolusioner

Nasionalisme revolusioner me-
rupakan ussha untuk mem-
pertahankan suatu perubahan
politik yang melahirkan rezim
baru yang dianggap lebih baik
daripada rezim sebelumnjra.
Nazsionalisme semacam ini ter-
jadi kalau elite politik yang
ada tidak dirugikan oleh proses
demokratisasi, dan lembaga-
lembaga negara yang mau
mempertahankan rezim lama
lemah, seperti yang tetjadi pada
masa revolusi Perancis, seruan
untuk menyatakan perang demi
keselamatan nasional menjad:
sangat kuat ds.n se]a]an engan

L Y = i L



4 Nasmnalzsme KOﬁtm Revo-
: .Z_.-.Iuszoner it o
'-"'-;:--;Nasmnahsme tlpe 4ni ter}adl
“kalan elite politik merasa ter-
“‘ancam oleh proses demokia-
et tlsas1 tetap}. ‘masih bisa me-
' .ngendahkan peme.nntahan Para

' pemimpia komunis yang mem-

. _ -.-3_'pertahamkan kekuasazn selama

2 proses idemokratisasi ‘pasca.. . .

' komunis di Rumania, Slovakia
& danSerbia dengan menonjo}kan
--tmgkat keberhasilan adalah
‘contoh nasionalisme kontra
revolusiner. Elite politik rezim
otde ‘baru 'yang ngotot ‘me-
~ ngendalikan pemerintahan se-
telah proses reformasi di In-
. donesia juga dapat dimasuk-
. kan daiam kategortini. Perlaku
politik nasionalis kontra revo-
- lusioner biasanya . bersifat
oportunis dan keadazn ini di-
dukung oleh adanya institusi
politik yang kuat,

B. Penyebab Koaflik Nasio-
nalis dan Pertumpahan
Darah

Stephan. van Evera (1994)
mengungkapkan bahwa salah sata
penyebab kemungkinan nasiona-
lisme mengakibatkan konflik ber-
darah di NSMD adalah propaganda
elite politik. Bentuk propaganda
yang diperankan oleh elite politik

LU TN MU + U NPT S

politiknya sehingga menyulut per-
musuhan, Apabila kelompek yang:
dikucilkan . itu mampu. melawan
maka . besar “kemungkinan . akaﬁ_
terjadi konflik berdarah. Jika tidak
mampu sepe erd Yang biasa melanda
minoritas SARA, maka akan'
berusaha bexsekutu dengan negaxa—_
negara asmg yang berpandangaﬂ'
serupa untuk melakukan peru.:__
lawanan

Snyder-mempertajam -beﬁmk
pengucilan tersebut berupa penye-
matan predikat kepada lawan
politiknya sebagai pihak yang
garang, jahatdiy masa lalu dan secara
laten mengancam sedemﬂﬂaﬂ xupa
sehingga timbul upaya penumpasan
yang dilegitimasi oleh masyaxakat
Se}auh propaganda ini menimbul-
kan rasa tidak aman dan mem-
bangkitkan optimisme penyelesaian
militan, maka konflik berdarah
mudzah pecah.

Di samping pengucilan k_é;
kuatan politik tertentu, konflik
nationalis juga dipicu oleh suatu
peristiwa logro/fing, yakni pe:-
sekutuan antara kelompok elite
dengan proporsi kepentingan yang
berimbang. Koalisi antara ke-
pentingan membangun armada
kapal perang (e/ite indusirialis) dengan
kepentingan tarif tinggi produk
petanian (para tuan tanah) di Jerman
sebelum Perang Dunia (PD) I

PR DS DN R I S SO -



tenkat dengan kepennngan elite

o 'mdusmahs maka jerman melaku—

perang Dalam NDM apapun
bentuk - lowa!/mg yang meruglkan
dan membahayakan WALga ‘négara
akan menimbulkan perlawaﬂan
hebat. Tetapljerman sebagal NSMI
berhadapa dengan domma51 ke-

----_-kuatan “elite - politik - bersamaan

dengan kekuatan rakyat yang belum
terlemaga, ‘dan ‘relatif ' lemahnya
otoritas pemetintah pusat, sehingpa
m'erijfulut' konflik berdarah, ©
i 'Px:éj'pa'gzinda elite dalam proses
demokra51 kadangkala Juga ber-
usaha mc:imh atau mengembahkan
dukungan rakyat melalui rekayasa
krisis _1r;_pexng._slona}: Perang antara
Jerman dan Perancis tahun 1905
dan antara. Jerman dan Maroko
1911.merupakan imbas dari reka-
yasan rezim ferman kala . itu.
Singkatnya propaganda elite yang
tidak mernpexhatlkan keselamatan
mqsyalakat di NSMD cenderung
meningkatkan konflik nasmnahb
yang penuh kekerasan.

Sebenarnya ranglkaian perang
di Jerman tidka melulu bermula
dari propaganda mengucilkan
musuh, “lgralliung dan rekayasa
keisis nternasional. Faktor pemicu
konflik nasionalis di negex itu juga
terkait dengan lemahnya akun-

- “Kanselir Bismarch pasca j_:&émng
melawan Perancis tahun 1870
memang menyelenggarakan Pemilu
untuk - membentuk Rezatge (badan
1eg1slat1f) flamun para menteri
diangkat oleh Kaisaz, sehingga ha}«:
pengawasan Reicstag tethadap le-
bijakan rezim betkurang, Ak;b_gh}ya
Iakyat tidak tahu menabu teniang
kebijakan . keras. rezim . seperti
rencana perang yang dimotori aleh
Angkatan arat dan Angkatan T aut.
Kasus ini menjelaskan .bahwa
lemahnya akuntabilitas demokrast
di bawah rezim yang kuat dapat
menimbulkan pertumpahan darah.

Berbeda dengan konflik nasio-
nalis di Jerman, di mana keterlibatan
militer pada konflik antara peme-
rintah berhaluan nasionalisme
SARA dan kelompok minoritas
Osseta dan Alkhazia di Geozrgia
dapat ménj_elaskan penyebab
rentetan konflik di negeri itu paa
tahun 1996 yang mengakibatkan
sekitar 475.000 orang mengungsi
dan 17 500 orang mati. Dari korban
yang meninggal banyak di antara-

nya anggota kelompok SARA
Geotge “sendiri. Irakli ‘Tsereteh
(1996) mensinyalir tragedi berdarah
di Georgia tersebut berawal dar
konsolidasi kekuatan politik melalui
gerakan massa nasionalis SARA,
pazhal ketika itu di Georgia me-
nurut:pen'gamat internasional pal-



Pemilu'yang: cukup ai:iil ‘Mengapa

pa.tt!mpasz po].mk masa berhaluan
SARA: di* Georgia begztu rentan

tezhadap konflik? _]awaban atas":
persoalan ini menuxut Wﬂson'

(1994) adalah hasﬂ dan resultante

antara parﬁsxpau po}mk massa yang :

' _tmggl ‘dan sangat rendahnya mutu
Iembaga-lembaga poht}k

C. .Hubungan Antara Tnpe
'_ Nasmnahsme dan Konfhk
'Nasgonahsme ' '

- Walaupun dztafsmkan dasi hasil
kajian kualitatif, karya' Sayder ini
secara tegas mampu membedakan
antara implikasi masing-masing tipe
nasionalisme dengan bentuk konflik
yang terjadi. Seperti tertera pada
Tabel 1, bahwa nasionalisme sipil
ala Britania menyebabkan konflik
mnternal (nasinal) rendah dan ke-
bijakan lar negeri yang hemat/
hati-hati. Hal ini terkait dengan
kepentlngan clite politik yang me-
rasa tidak rerancam. Sementara
nasionalisme Revolusioner ala
Perancis (pada masa revolusi di
negeri itu) telah berdampak ter-
hadap konflik/perang eksternal yang
terbuka, walaupun kepentingan elite
politik di negeri itu juga terancam.

Berbeda dengan yang tetjadi
di Jerman pada masa pra perang
dunia I, yang mana negeri itu lebih
dekat pada nasionalisme kontra

menimbulkan konflik eksternal yang -
terbuka dengan negara lain. Di lain:
pihak terdapat ancaman kepentingan:
elite ‘politik  kala - itu. - Sedangkan.-
bentuk nasionalisme SARA seperti:
yang - terjadi-di Serbia :pada masa-
pra perang dunia I yang bersamaan-
dengan perasaan adanya ancaman:
kepentingan-elite.-politik. :'méng-:'

alabatkan ‘konflik ‘internal -yang:
hebat . sampai-sampai dominasi.
SARA hingga dt daerah asalnya.
dibenarkan.

- Snyder juga mengakui terdapat
beberapa negara pasca komunisme.
di mana sulit menarik batas yang
tegas antara nasionalisme sipil
dengan nasionalisme SARA.
Negara-negara itu antara lamn sepetti
Republik Ceko, dan Lituania.
Dampak dari implementasi per--
imbangan antara nasionalisme sipil
dan SARA adalah intensitas ke-
rusukan rendah.

Di samping itu juga ditemukan
adanya kekhasan tettentu dalam
nasionalisme SARA yang istilah
Snyder disebut nasionalisme SARA
eksklusif dan nasionalisme SARA
asimilatif. Nasionalisme SARA
eksklusif adalah nasionalisme masa
yang bersifat SARA telah berfungsi
sebagai demokrasi, attinya demo-
krasi telah berjalan sesuai dengan
mekanisme dar, oleh dan untuk
kelompok SARA. Sedangkan



a_dal__a_.‘_h_ inasionalisme 'SARA  yang
rr_i_ez_ﬁbi_xj uk atau memaksa golongan-

golongan- minofitas: untuk-meng-
gunakan: bahasa ‘dan’ identitas

bx_zda_ya: ': kelompok 'SARA - ma_yq-

titas. Adapun -_iiegsrz_i—ne'gara yang:

mengénut ‘nasiopalisme SARA
- ekslusif: dan® asmnlanf “benkut
dampaknya terhadap intensitas

* kerusuhan-dan tipe t;ansofmtasr '

demoksasi yang ‘melingkupinya
dapat ‘dilihat pada Tabel 2.

Dari sampel 13 negara.yéﬂg
dianalisis “Snyder sepertl terlihat
pada Tabel 2 nampaknya terdapat
hubunpan yang sempurna antara
negara-negara’yang menganut
nasionalisme SARA ‘eksklusif
dengan tingginya ‘intensitas ke-

rusuhanatan konflik sosial. Sebalik-

nya negata-negara yang menganut
nasionalsime - SARA asimilatif
hanya berakibat pada tngkat ke-
rusuhan yang rendah walaupun
transist demokrasi belum dimulai
dan .demokrasi belum  terkonso-
lidasi, seperti yang terjadi di Esto-
nia dan Latvia.

D. Upaya Mencegah Konﬂxk
Nasmnahs

- Untuk mencegah konflik nasio-
nalis ‘di NSMD Snyder sepakat
dengan apa yang disebut oleh Hung-
tinton sebagat Negotiared Trans-place-
ments, di mana golongan elit demo-

jaminan kepada golongan elite ya_ﬁg':_
sudah lengser bahwa hidup mereka -
tidak akan teramat susah dalam
situasi yang berubah. Di Amerika

Latin rezim baru membenkan
jaminan kepada militer bahwa
mereka tidak akan dihukum terlal.
berat karena kejahatan meleka__:
selama berkuasa. Begitu pula di
Cili, rezim baru tetap patuh kep'ada'_'
bekas diktator Augusto Pinochet,

dn hanya ‘sedikit _perwira yang dz—"
hukum karena penmdasaﬂ berdarah
yang mereka lakukan terhadap
oposisi, itupun dengan fasilitas
tahanan yang relatif mewah.

Selain negotiated transplacerment,
Hungtinton jugz mengemukakan
pentngnya penyediaan beberapa
prasayrat kelembapaan bagi ber.
hasiloya demokrasi sipil sebelum
mulai transisi. Prasyarat yang di-
maksud antara lain sistemn ke-
partaian yang cukup maju,
jurnalisme profesional dan secara
koperatif mengaktifkan lembaga-
lembaga demokrasi bersama rezim
yang lengser.

Mempertajam pandangan
Hungtinton, Adam Pizeworki dan
Fernando Limongi sebagaimana
dikutip Snyder bahwa di samping
kebebasan berpendapat, betapa
pentingnya mewujudkan tingkat
kemakmuran, dukungan clite yang
kuat, sejumlah warga negara yang
cukup terdidik dan berkembangnya
lembaga yang menjamin terlaksana-




negara bagi terlaksananya Pemilu
yang demokratis. Prasyarat-pra-
syarat tersebut bermuara pada
Integrasi negara sipil vang kemudian
merasuk dalam jaringan lemaga,
norma dan praktek-prakiek inter-
nasional.

 Dalam situasi di mana negara
terdir: dar multic SARA Snyder
juga merekomendasikan asimilasi
minoritas ke dalam mayoritas, se-
jauh di antara mereka terdapat

banyak persamaan budaya seperti

orang Rusia dan Ukrania. Barang-
kali penganut agama minoritas di
Indonesia perlu mengasimilasi dixi
dengan mayoritas Muslim, toh
antara Islam dengan agama lainya
memiliki jauh lebih banyak pe:-
samaan ketimbang perbedaan.
Unruk meminimalisasi resiko muld
SARA juga diperlukan lembaga
pemerintah yang bebas dari
sentimen SARA (ezhnic blind) baik
pada sisi rekruitment personil
maupun pada aspek pelayanan
publik.






LAMPIRAN

Tabel 1

Hubungan antara Tipe Nasionalisme, Konflik Nasionalisme dan Kepentingan Elite

Kepentingan elite

Tidak terancam

Terancam

Kelkuatan Lembaga-lembaga Politik

Kuat

Kuat

Sipil : Lembaga perwakilan yang kuat
(Britania) dan konflik internal rendah
setta politik luar negeri yang hemat/
hati-hat

Kontra revolusioner, lembaga
pemerintahan yang kuat (Jerman pra
Perang Dunia 1 dan konflik cksternal
yang terbuks)

Revolusi (Perancis masa revolust) dan
konflik eksternal yang terbuka
SARA (Sesbia pra Perang Duniz 1)
dan konflik hebat sampai dominasi
di daerah asalnya dizkui,

Tabel 2

Hubungan aatara Nastonalisme SARA, Konflik Nasional,

Transtormasi Demokeasi dan Propaganda Elite Politik

Demokeatisasi

Nasionalisme Propaganda Elite | Intensitas
No. | Negara SARA Transisi | Konsclidasi Kerusihan

1 | Eslonia Asimifanf X X Tingg Rendah

2 | Latvia Asimilatif X X Tingpi Rendzh

3 | Armenia Esklusif X v Tingg Tinggi

4 1§ Azerbaijan | Eksklusif X v Beragam hingga | Tingg
tinggi

5 | Bulgaria Asirlanf X v Sedang hangga Rendah
rendab

6§ Kroasia Eksklusif X A% Tinggi Tingg

7 | Georga Elesilusif bid A% Tinggi Tinggi

8 | Rumania Asimilatif X v Beragam Tingg

9 | Serbia Eksklusif X A Tinggs Agak rendah

Tinggi

16§ Stovakia Asimilanf b v Beragam Rendah

11 | Uzbekistan | Asimilatf vV vV Rendah Rendzh

12 1 Tajikistan Asimilatif A V Rendaly Rendah

13 | Turmenistan] Asimiladf v \4 Rendah Rendah

Sumber: Diadaptasi dari ibid. hal. 305 s/d 306
(V) menunjukkan kuatnya faktor itu dan (X) lemahnya faktor itu







